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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei 

Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang 

diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat penguna pengadilan. 

Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh 

pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan cara memberikan 

kuesioner pada setiap pengguna pengadilan. 

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan 

Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023. 

Survei dilaksanakan pada Periode 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. 

Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja 

dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima 

terhadap pengguna pengadilan. 

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara, 

sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga 

laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam 

penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung,  4 Juli 2024 

 
Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung, 
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BAB I 

KUISIONER SURVEI 

Focus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 

tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran 

tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil berupa Survei Persepsi 

Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). 

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna layanan 

(pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang dalam hal ini 

adalah aparatur pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.  

Kuisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan 

Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi 

yang meliputi variable-variabel : 

1. Manipulasi Peraturan 

2. Penyalahgunaan Jabatan 

3. Menjual Pengaruh 

4. Transaksi Biaya 

5. Biaya Tambahan 

6. Hadiah 

7. Transparansi Biaya 

8. Percaloan 

9. Perbuatan Curang 

10. Transaksi Rahasia 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dibuat dengan bahasa yang 

sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan 

ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman 

atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung. 

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-komponen 

anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga memberikan 

data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan 

dan juga nomor telefon/WA yang bisa dihubungi. Hal ini berkaitan dengan 

kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan. 
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BAB II 

METODOLOGI SURVEI 
 

A. Kriteria Responden 

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah penerima 

layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur pengadilan negeri di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti korupsi berkaitan 

dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tipikor serta 

layanan kesekretariatan/umum. Hal ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di 

Lingkungan Mahmakah Agung Republik Indonesia). 

 

B. Metode Pecacahan 

1. Sampel 

Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500.  

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Pengadilan 

Tinggi Bandung. 

2. Variabel pengukuran 

a. Manipulasi Peraturan 

b. Penyalahgunaan Jabatan 

c. Menjual Pengaruh 

d. Transaksi Biaya 

e. Biaya Tambahan 

f. Hadiah 

g. Transparansi Biaya 

h. Percaloan 

i. Perbuatan Curang 

j. Transaksi Rahasia 
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C. Metode Pengolahan Data dan Analisis 

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada 

aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 

dengan alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500 

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner 

dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/ 

penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan 

publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas 

pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.  

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari 

sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas. 

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu : 

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1 

2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2 

3. Baik, diberi nilai persepsi 3 

4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4 

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan 

menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai 

penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama 

dengan menggunakan rumus : 

          Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot  =  1  = N 
                    Jumlah unsur      X 
 

N = bobot nilai tertimbang 

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus : 

SPAK = Total dari Nilai persepsi per unsur    x Nilai tertimbang 
Total unsur yang terisi 
 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 - 

100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan 

rumus : 

SPAK Unit layanan x 25 
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Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi 

Bandung ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

No 
Mutu Pelayanan  

(Kinerja Unit Pelayanan) 

Nilai 

Interval 
Konversi 

Interval Persepsi 

1. A (Bersih dari Korupsi) 88,31 - 100,00 3,5324 - 4,00 4 

2. B (Cukup Bersih dari Korupsi) 76,61 - 88,30 3,0644 - 3,532 3 

3. C (Kurang Bersih dari Korupsi) 65,00 - 76,00 2,60 - 3,064 2 

4. D (Tidak Bersih dari Korupsi) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,5996 1 

 
 

 

  



 

 

 

 
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2024 Pengadilan Tinggi Bandung    5

 

BAB III 

PENGOLAHAN SURVEI 

A. Analisis Hasil Survei 

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan II Tahun 2024), responden 

yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum sebanyak 45 orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai 

mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung. 

 Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi 

Pengadilan Tinggi Bandung sebesar 98,80 % yang berada pada kategori “A” (pada 

interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,95 

dengan katagori persepsi korupsi “A” artinya “Bebas dari Korupsi”. 

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan 

Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebesar 96 %.  

Tabel 2 

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran  
indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung 

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori 

1 Manipulasi Peraturan 3,978 Bersih dari Korupsi 

2 Penyalahgunaan Jabatan 4,000 Bersih dari Korupsi 

3 Menjual Pengaruh 3,889 Bersih dari Korupsi 

4 Transaksi Biaya 3,933 Bersih dari Korupsi 

5 Biaya Tambahan 3,933 Bersih dari Korupsi 

6 Hadiah 3,933 Bersih dari Korupsi 

7 Transparansi Biaya 3,911 Bersih dari Korupsi 

8 Percaloan 4,000 Bersih dari Korupsi 

9 Perbuatan Curang 3,978 Bersih dari Korupsi 

10 Transaksi Rahasia 4,000 Bersih dari Korupsi 

 

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur 

indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke 

sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut : 
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1. Manipulasi Peraturan 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,978 berada pada interval 

skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)  pada Unsur 

Manipulasi Peraturan. 

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan secara 

ringkas disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 3 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur: Manipulasi Peraturan 

 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 44 97,78

2. B (Jarang) 3 1 2,22

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

 
2. Penyalahgunaan Jabatan 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval 

skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur 

Penyalahgunaan Jabatan.  

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara 

ringkas disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 45 100,00

2. B (Jarang) 3 0 0,00

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

3. Menjual Pengaruh 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,889 berada pada interval 

skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur 

Menjual Pengaruh.  

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 5 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Menjual Pengaruh 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 42 93,33

2. B (Jarang) 3 1 2,22

3. C (Sering) 2 2 4,44

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

4. Transaksi Biaya 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,933 berada pada interval 

skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)  pada Unsur 

Transaksi Biaya.  

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 6 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Transaksi Biaya 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 43 95,56

2. B (Jarang) 3 1 2,22

3. C (Sering) 2 1 2,22

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

5. Biaya Tambahan 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,933 berada pada interval 

skor kategori 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian 

Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada 

Unsur Biaya Tambahan.  

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 7 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Biaya Tambahan 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 44 97,78

2. B (Jarang) 3 0 0,00

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 1 2,22

Jumlah 45 100  
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6. Hadiah 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,933 berada pada interval 

skor kategori 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian 

Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada 

Unsur Hadiah.  

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 8 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Hadiah 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 44 97,78

2. B (Jarang) 3 0 0,00

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 1 2,22

Jumlah 45 100  

 

7. Transparansi Biaya 

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,911 berada pada interval 

skor 3,0644 - 3,532 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada item 

atau indikator Transparansi Biaya. 

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 9 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Transparansi Biaya 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 43 95,56

2. B (Jarang) 3 1 2,22

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 1 2,22

Jumlah 45 100  

 

8. Percaloan 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval 

skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur 

Percaloan.  

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 10 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Percaloan 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 45 100,00

2. B (Jarang) 3 0 0,00

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

9. Perbuatan Curang 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,978 berada pada interval 

skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur 

Perbuatan Curang. 

Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 11 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Perbuatan Curang 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 44 97,78

2. B (Jarang) 3 1 2,22

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  

10. Transaksi Rahasia 

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval 

skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks 

Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur 

Transaksi Rahasia. 

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 12 

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung 
Unsur : Transaksi Rahasia 

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. A (Tidak ada) 4 45 100,00

2. B (Jarang) 3 0 0,00

3. C (Sering) 2 0 0,00

4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 45 100  
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B. Tindak Lanjut Hasil Survei 

 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut, dapat 

diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu : 

1. Dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam 

pengurusan surat / berkas perkara ? 

2. Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses 

pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya 

/ PNBP) 

3. Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui 

website ataupun petugas layanan di Pengadilan 

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih 

dalam katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukan bahwa 

pada ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum 

optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan 

atas variable tersebut. 

1. Dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam 

pengurusan surat / berkas perkara ? 

- Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pernah ada petugas/karyawan 

pengadilan yang menghubungi penerima layanan untuk membantu dalam 

segala pengurusan layanan yang ada di Pengadilan 

2. Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses 

pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / 

PNBP) 

- Informasi tentang tarif/biaya berkaitan dengan pemahaman apakah 

informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya 

pelayanan yang dibayarkan sesuai sesuai dengan yang diinformasikan, 

termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar 

tidak dilakukan pembayaran 

3. Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui 

website ataupun petugas layanan di Pengadilan 

- Pertanyaan untuk mengetahui apakah informasi tentang tariff/biaya mudah 

didapatkan atau diakses oleh masyarakat. Informasi menyangkut tarif/biaya 

tersebut apakah secara terbuka dan transparan dipublikasikan ke 

masyarakat melalui media-media informasi yang ada dan dimiliki 

Pengadilan Tinggi Bandung. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak 

lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut : 
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Tabel 13 
Monitoring dan Tindak lanjut 

 

No. Hasil Survei 3 Unsur Terendah  Saran/Rekomendasi Tindak lanjut Data Dukung 

1. Dihubungi oleh seseorang 

(karyawan Pengadilan) yang 

akan membantu dalam 

pengurusan surat / berkas 

perkara ? 

1. Perubahan pola pikir untuk bisa melayani dengan baik dan 
menjalankan tugas sesuai aturan. 

2. Dilakukan Pembinaan kepada seluruh Aparat Peradilan 

Pembinaan oleh KPT Bandung 
terhadap Warga Pengadilan Tinggi 
Bandung 

Pembinaan oleh KPT 

2. Menerima bukti transaksi 
keuangan / pembayaran yang 
sah setelah proses pembayaran 
di Pengadilan dilakukan ? (Untuk 
pelayanan yang dipungut biaya / 
PNBP) 

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan 
yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung 
beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan 
biaya layanan pada layar informasi dan media social. 

2. Dimintakan bukti pembayaran PNBP yang disetor kepada 
Negara dari bagian Keuangan 

1. Memasang pamflet/brosur di 
meja layanan dan tayangan slide 
pada layar informasi maupun 
pada website dan media sosial 
pada Pengadilan Tinggi Bandung 

2. Berkoordinasi dengan bagian 
keuangan terkait penyetoran 
biaya PNBP 

1. Standar pelayanan 
2. Maklumat 

Pelayanan 
3. Aplikasi Media 

Sosial 
4. Bukti Setor PNBP 

3. Selalu mudah dalam 
mendapatkan informasi tentang 
tarif/biaya baik melalui website 
ataupun petugas layanan di 
Pengadilan 

1. Publikasi jenis layanan dan biaya layanan melalui media 
informasi diantaranya website, media social, Pamflet ataupun 
brosur 

2. Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh petugas PTSP 
terhadap informasi tarif/biaya dan layanan kepada penerima 
layanan 

Memasang pamflet/brosur di meja 
layanan dan tayangan slide pada 
layar informasi maupun pada 
website dan media sosial pada 
Pengadilan Tinggi Bandung 

1. Standar pelayanan 
2. Aplikasi Media 

Sosial 
3. Pembinaan Petugas 

PTSP 
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BAB IV 

DATA SURVEI 

A. Data Responden 

1. Umur Responden 

Tabel 14 

Karakteristik Responden Menurut Umur 

No. Klasifikasi Frekuensi Persentase

1 18 - 28 Tahun 17 37,78

2 29 - 39 Tahun 12 26,67

3 40 - 49 Tahun 4 8,89

4 50 - 59 Tahun 11 24,44

5 > 60 Tahun 1 2,22

Jumlah 45 100,00  

 

Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 17 orang dari 

total 45 responden atau 37,78 %. 

2. Jenis Kelamin Responden  

Tabel 15 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

 

No. Klasifikasi Frekuensi Persentase

1 Laki-laki 28 62,22

2 Perempuan 17 37,78

Jumlah 45 100,00  

Grafik 1

Karakteristik Responden menurut Umur 

18 - 28 Tahun 29 - 39 Tahun 40 - 49 Tahun 50 - 59 Tahun > 60 Tahun
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Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 28 orang dari 

total 45 orang (62,22 %). 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 16 

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

 

No. Klasifikasi Frekuensi Persentase

1 SMA 7 15,56

2 DI - DIII 2 4,44

3 S1 25 55,56

4 S2 11 24,44

5 S3 0 0,00

Jumlah 45 100,00  

 

 

Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah 25 

orang dari total responden 45 orang (55,56 %). 

  

Grafik 2

Karakteristik Responden menurut Jenis kelamin

Laki-laki Perempuan

Grafik 3

Karakteristik Responden menurut Pendidikan

SMA DI - DIII S1 S2 S3
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4. Pekerjaan Responden 

Tabel 17 

Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

No. Klasifikasi Frekuensi Persentase

1 PNS 10 22,22

2 TNI/POLRI 0 0,00

3 Swasta 8 17,78

4 Wirausaha 2 4,44

5 Lainnya 25 55,56

Jumlah 45 100,00  

 

Sebagian besar responden berprofesi lainnya berjumlah 25 orang dari total 

responden 45 orang (55,56 %). 

5. Jenis Layanan 

Tabel 18 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan 

No. Klasifikasi Frekuensi Persentase

1 Layanan Perdata 4 8,89

2 Layanan Hukum/Informasi 13 28,89

3 Layanan Administrasi Umum 25 55,56

4 Layanan Tipikor 1 2,22

5 Layanan E-Court 2 4,44

Jumlah 45 100,00  

 

Sebagian besar responden menerima layanan Hukum berjumlah 25 orang dari 

total responden 45 orang (55,56 %). 

Grafik 4

Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan

PNS TNI/POLRI Swasta Wirausaha Lainnya

Grafik 5

Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan

Layanan Perdata Layanan Hukum/Informasi

Layanan Administrasi Umum Layanan Tipikor
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B. Data Dukung Lainnya 

1. Link Survei 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500  

 

 

2. Publikasi Hasil Survei 
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3. Rekapitulasi Jawaban Responden 

 No. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 

16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 3 4 3 2 4 1 1 4 4 4 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

 
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2024 Pengadilan Tinggi Bandung    17

 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  179 180 175 177 177 177 176 180 179 180 

NR 3,9778  4,0000  3,8889  3,9333  3,9333  3,9333  3,9111  4,0000  3,9778  4,0000  

NRR 0,3978  0,4000  0,3889  0,3933  0,3933  0,3933  0,3911  0,4000  0,3978  0,4000  

SPKP                   98,89  

IPAK                   3,96  

 

Keterangan: 

- U = Unsur Pelayanan 

- NRR= Nilai Rata- rata  

- IPK = Indeks Persepsi Korupsi  

- *) = Jumlah NRR IPK tertimbang  

- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25 

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi 

NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10) 

 

IPAK UNIT PELAYANAN  :                                                 98,80 % atau 3,95 
Kategori                             :                                             “Bersih dari Korupsi” 

1. A (Bersih dari Korupsi) 88,31- 100,00 3,5324- 4,00 

2. 
B (Cukup Bersih dari 
Korupsi) 

76,61 - 88,30 3,0644- 3,532 

3. 
C (Kurang Bersih dari 
Korupsi) 

65,00 - 76,00 2,60- 3,064 

4. 
D (Kurang Bersih dari 
Korupsi) 

25,00 - 64,99 1,00- 2,5996 
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EVIDEN TINDAK LANJUT 
 

MAKLUMAT PELAYANAN 
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PPID PENGADILAN TINGGI BANDUNG 
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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA 
PENGADILAN TINGGI BANDUNG 
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SK PENGELOLA TI DAN MEDSOS 
PENGADILAN TINGGI BANDUNG 
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APLIKASI MEDIA SOSIAL 
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DIGITAL SERVICE/PELAYANAN DIGITAL 
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PTSP MANDIRI 
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LAYAR INFORMASI TERKAIT KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN 
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E-PEDULI 
 

 

 

 

 

 

SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI 
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PEMBINAAN  PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP 
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KOMPENSASI PELAYANAN 
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